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ABSTRAK:  -  Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 

104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama. Mengingat Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan 

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang 

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 28 

Oktober 2022, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini. 

 

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 

12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; 

Permendagri No. 84 Tahun 2022. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

Anggaran 2023 yang berjumlah sebesar Rp 7.785.919.306.259, terdiri atas pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

 

CATATAN:   -    Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. 

 

- Bupati akan menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD 2023. Penjelasan 564 hlm. 

 

 


